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Abstrak 

 

Penelitian  ini mempunyai tiga tujuan: Pertama, pengalokasian dan realisasi anggaran Jenis Belanja. Kedua, 

tingkat ekonomi daya serap anggaran Jenis Belanja. Ketiga, perlakuan bila terdapat selisih antara 

pengalokasian dengan realisasi anggaran Jenis Belanja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan perbandingan angka anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan angka anggaran 

realisasinya, yang mana hasil analisis tersebut disajikan berupa angka ekonomis anggaran. Metode  

pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dengan melakukan kajian dokumentasi dalam 

bentuk tulisan, dan gambar, di mana  metode   analisis   data   yang   digunakan adalah deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian, pengalokasian dan realisasi anggaran Jenis Belanja periode tahun anggaran 2010-2012 

fluktuatif, karena pada tahun 2012 terdapat selisih penurunan pada tahun sebelumnya yaitu alokasi 

anggaran Jenis Belanja sebesar (Rp8.285.764.000) atau -16,57%, dan realisasi anggaran Jenis Belanja 

sebesar (Rp5.911.420.047) atau -12,81%. Tingkat ekonomi anggaran Jenis Belanja yang terdiri: belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja bantuan sosial dikatakan ekonomis, karena 

kriteria tingkat ekonomi tahun 2010 diperoleh nilai 91,90%, tahun 2011 diperoleh nilai 92,26%, tahun 2012 

diperoleh nilai 96,41%. Perlakuan selisih anggaran Jenis Belanja terdapat pengembalian anggaran Jenis 

Belanja ke Kas Umum Negara untuk tahun anggaran 2011 dan 2012 pada akun belanja pegawai dan belanja 

barang dan jasa. 

 

Kata kunci: Analisis Jenis Belanja, Jenis Belanja, Alokasi Anggaran, Realisasi Anggaran, Alokasi dan   

Realisasi Anggaran. 

 

Abstract 

 

This research has three main objectives: First,  budget type allocation and realization. Second, economic 

level of budget type absorption. Third, treatment if there is a difference between budget type allocation with 

budget type realization. This research is a qualitative descriptive research with comparative predetermined 

budget figures and budget figures realization, in which the results of the analysis are presented in the form 

of economical budget figures. Data collection methods used in this research by reviewing the 

documentation in writing, and images, where the data analysis method used is descriptive quantitative. 

Research results, the allocation and the realization of the budget type in the 2010-2012 fiscal year period 

occurred fluctuating, because in 2012 there was difference in the decline previous year on the allocation 

of budget type amount of (Rp8.285.764.000) or -16,57%, and budget type realization amount of 

(Rp5.911.420.047) or 12,81%. Economic level budget type consist of: employee budget, goods and services 

budget, capital budget, and social assistance budget can be said to be economically, because economic 

level criteria in 2010 obtain economic value 91,90%, in 2011 obtain economic value 92,26%, in 2012 

obtain economic value 96,41%. Treatment difference in the budget, there is return of budget type to the 

State Treasury in 2011 and 2012 on account employee budget and goods and services budget. 

 

Keywords: Analysis of budgeting type, budget type, budget allocation, budget realization, budget 

allocation and realization. 
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PENDAHULUAN 

Dalam upaya pencerminan untuk 

menjamin stabilitas dan pemerataan maka 

Indonesia yang merupakan bagian dari 

masyarakat di dunia memiliki kewajiban 

untuk secara terus-menerus berpartisipasi 

dalam mewujudkan kepemerintahan 

yang baik (good  governance). Good 

governance adalah suatu penyelenggaraan 

manajemen pembangunan yang sejalan 

dengan prinsip demokrasi, dan penghindaran 

dari salah alokasi dana investasi, pencegahan 

korupsi baik secara politikal maupun 

administratif” (Pheni Chalid. 2005). 

Kepemerintahan yang baik ditandai 

dengan tiga elemen yaitu transparansi, 

partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi 

dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi. “Transparansi dapat diartikan 

sebagi keterbukaan, transparansi yang 

dikaitkan dengan akuntabilitas mempunyai 

makna bahwa pertanggungjawaban tersebut 

dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai 

penilai pemerintah” (Abdul Halim. 2002: 

166). Partisipasi maksudnya adalah 

mengikutsertakan “keterlibatan masyarakat 

dalam pembuatan keputusan baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui 

lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 

aspirasinya” (Mardiasmo. 2002: 18). 

"Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban 

yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga 

atas segala tindakannya yang memberi 

wewenang”. (Abdul Halim. 2002: 157), 

dengan kata lain akuntabilitas adalah 

pertanggung jawaban kepada publik atas 

setiap aktivitas yang dilakukan. 

Untuk  mewujudkan   transparansi   d

an akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 

yaitu penyampaian laporan pertanggung 

jawaban keuangan pemerintah yang 

memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat 

diandalkan (reliable) maka perlunya disusun 

penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah dengan mengikuti 

Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya 

disebut dengan SAP, hal tersebut terdapat 

dalam Peraturan Pemerintah, selanjutnya 

disingkat dengan PP, yaitu PP nomor 71 

tahun 2010 dan PP nomor 39 tahun 2007 

tentang “Pengelolaan Keuangan Negara dan 

Daerah”, untuk memudahkan teknis 

pelaksanaannya, pada tanggal 9 Mei 2008 

pemerintah telah mengeluarkan petunjuk 

pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis 

(juknis) yaitu  Peraturan Menteri Keuangan 

yang selanjutnya disingkat dengan PMK 

nomor 73/PMK.05/2008 tentang “Tata Cara 

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan, 

Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian 

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja” dan 

PMK nomor 238/PMK.05/2011 tentang 
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“Pedoman Umum Sistem Akuntansi 

Pemerintahan”. Hal ini mensyaratkan bentuk 

isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

selanjutnya disingkat dengan APBN disusun 

dan disajikan sesuai dengan SAP. 

Mengalokasikan dan merealisasikan 

belanja dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara yaitu: stabilitas fiskal makro, 

alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan 

pemanfaatan dan alokasi secara ekonomi, 

efisien, efektif. Pada tataran tingkat ekonomi 

anggaran Jenis Belanja merupakan salah satu 

upaya pelaksanaan program dan kegiatan 

agar terjadi keseimbangan untuk 

pertanggung jawaban manajemen keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga terhadap 

publik yang mana wajib melakukan 

optimalisasi anggaran belanja sehingga dapat 

meningkatkan kinerja, anggaran, sumber 

daya, dan kesejahteraan masyarakat.  Pada 

tataran perlakuan bila terjadi selisih antara 

alokasi dengan realisasi anggaran Jenis 

Belanja adalah merupakan suatu 

pengendalian anggaran, belanja, dan kas 

negara dengan tujuan semata-mata untuk 

kepentingan kelancaran arus anggaran, 

belanja dan kas.   Hal itu tertuang dalam 

Laporan Realisasi Anggaran, selanjutnya 

disebut dengan LRA pada Pusat 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni 

dan Budaya Yogyakarta selanjutnya disebut 

dengan PPPPTK Seni dan Budaya 

Yogyakarta harus mengindahkan prinsip-

prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, 

keadilan, transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, demokrasi,  dan profesionalitas 

yang memiliki komitmen tinggi bersih dan 

bertanggung jawab. 

Mengadministrasikan pengelolaan 

dan pemanfaatan uang negara disusun 

berdasarkan laporan keuangan pada seluruh 

entitas pelaporan (Kementerian 

Negara/Lembaga/KPPN/entitas lainya), yang 

sesuai dengan 238/PMK.05/2011 tentang 

Pedoman Umum Sistem Akuntansi 

Pemerintahan disebutkan bahwa: “Sistem 

Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah 

Pusat menghasilkan Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat”, yang selanjutnya 

disingkat dengan LKPP adalah alat 

pertanggung jawaban keuangan yang 

disampaikan kepada DPR yang diatur 

menurut undang-undang. Fungsi anggaran 

pada pemerintah mempunyai pengaruh 

penting dalam akuntansi dan pelaporan 

keuangan, hal ini dikarenakan oleh: 

1. Anggaran merupakan pernyataan kebija

kan publik. 

2. Anggaran merupakan target fiskal yang 

menggambarkan keseimbangan antara 
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belanja, pendapatan, dan pembiayaan 

yang diinginkan. 

3. Anggaran menjadi landasan 

pengendalian yang memiliki 

konsekuensi hukum. 

4. Anggaran 

memberi landasan penilaian kinerja pem

erintah. 

5. Hasil pelaksanaan  anggaran harus 

dilaporkan pada keuangan pemerintah 

sebagai pernyataan pertanggungjawaban 

pemerintah kepada publik. 

Berdasarkan hal tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di 

PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta, 

karena terdapat masalah yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pengalokasian dan 

realisasi anggaran Jenis Belanja sekaligus 

ingin mengetahui tingkat ekonomi anggaran 

Jenis Belanja, serta perlakuan bila terjadi 

selisih antara alokasi dengan realisasi 

anggaran Jenis Belanja dalam Laporan 

Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut  

LRA pada satuan kerja selanjutnya disebut 

Satker PPPPTK Seni dan Budaya 

Yogyakarta. Dari paparan tersebut, 

ketertarikan penulis terhadap penelitian ini 

dituangkan dalam sebuah skripsi yang 

berjudul: “Analisis Jenis Belanja Pada Satuan 

Kerja (Satker) Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya 

Yogyakarta.” 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Desain penelitian dimungkinkan 

bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami 

penelitian kualitatif yang mempunyai sifat 

timbul secara mendadak atau tiba-tiba, di 

mana fenomena muncul sesuai dengan 

prinsip alami yaitu fenomena apa adanya 

sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang 

peneliti dalam proses penelitian di lapangan. 

Penelitian kualitatif dapat dipandang juga 

sebagai penelitian partisipatif yang desain 

penelitiannya memiliki sifat fleksibel atau 

dimungkinkan diubah guna menyesuaikan 

rencana yang telah dibuat.  

 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

merupakan bagian dari penelitian kualitatif. 

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan 

salah satu pendekatan yang digunakan untuk 

mengupas fenomena yang diamati di 

lapangan di mana metode penelitian ini 

menggambarkan temuan variabel di 

lapangan. (Sulipan, 2007: 33). Jadi peneliti 

hanya cukup menjabarkan temuan di 

lapangan dan tidak memerlukan variabel atau 
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menerangkan saling hubungan atau 

komparasi, dan juga tidak memerlukan skala 

hipotesis. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta. Jl. 

Kaliurang Km 12,5. Klidon, Sukoharjo, 

Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta 55581 

dengan waktu penelitian pada bulan Maret 

sampai medio Mei 2013 untuk 

mengumpulkan data, kemudian pada medio 

Mei sampai Juli 2013 dilakukan analisis data 

dan penyusunan laporan penelitian. 

 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini hanya 

melibatkan variabel tunggal, dalam hal ini 

yaitu: “Jenis Belanja” yang mana tidak 

mengungkapkan hubungan antar variabel 

sehingga lebih menekankan pada proses 

penelitian. 

 

Jenis Data 

Data Sekunder 

Peneliti hanya memanfaatkan data 

yang ada dalam melakukan penelitiannya. 

Data sekunder dalam penelitian ini diambil 

dari objek penelitian PPPPTK Seni dan 

Budaya Yogyakarta yaitu berupa LRA dan 

CaLK penelitian ini pada periode 2010-2012.  

Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara adalah salah satu 

teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada pihak yang berkaitan dengan masalah 

Jenis Belanja. Kegiatan tanya jawab ini 

berisikan pertanyaan-pertanyaan (lihat 

lampiran 13-18) untuk memberikan 

informasi terkait penelitian ini di tempat 

objek penelitian berlangsung.  

b. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang, 

di mana dalam penelitian ini menggunakan 

teknik dokumentasi dengan cara mendatangi 

langsung tempat yang digunakan untuk 

penelitian, kemudian penulis melakukan 

pengambilan data baik itu dengan cara 

pencatatan maupun dengan cara fotokopi 

sesuai dengan data yang diperlukan. 

 

Metode Analisis Data 

Indikator ekonomis merupakan 

indikator tentang penggunaan input. 

Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran 

menunjukkan adanya penghematan, 

sedangkan melebihi anggaran menunjukkan 

adanya pemborosan (Mahmudi 2010: 104). 
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Teknik analisis data ini untuk 

mengukur nilai ekonomis secara matematis 

yang merupakan perbandingan antara 

realisasi pengeluaran dengan anggaran 

pengeluaran untuk memperoleh tingkat 

ekonomi yang kemudian dikalikan 100%. 

Rasio tingkat ekonomi menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Ekonomi =
Realisasi Pengeluaran

Anggaran penegluaran
 x 100%       

(Mahsun,  2013: 186) 

Dari uraian di atas, ditentukan kriteria 

tingkat ekonomi sebagai berikut (Mahsun,  

2013: 186): 

a. Ekonomis, jika diperoleh nilai kurang 

dari 100% (x<100%). 

b. Ekonomi Berimbang,  jika diperoleh 

nilai sama dengan 100% (x=100%). 

c. Tidak Ekonomis, jika diperoleh nilai 

lebih dari 100% (x>100%) 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Profil PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 

a. Nama Lembaga 

Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya 

dulu Pusat Pengembangan Penataran Guru 

(PPPG) Kesenian adalah unit pelaksana 

teknis pusat di lingkungan Direktorat 

Pendidikan Dasar dan Menengah yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai 

Pusat Pengembang Mutu Pendidikan 

Nasional dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi, meningkatkan,  

mengembangkan pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) tenaga kependidikan tingkat 

nasional di bidang seni dan kriya dalam 

rangka peningkatan mutu, ekonomi, dan 

relevansi pendidikan nasional. 

 

b. Berdirinya Lembaga 

PPPPTK (Pusat Pengembangan dan 

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan) Seni dan Budaya pertama kali 

didirikan bernama PPPG (Pusat 

Pengembangan Penataran Guru) Kesenian 

yang berkedudukan di Yogyakarta. 

Mengawali kegiatannya sebagai Proyek 

Peningkatan Pusat Pengembangan Penataran 

Guru Kesenian pada 1 September 1983. 

Kegiatan dimulai di Dalem Ngadiwinatan, 

Alun-Alun Selatan Keraton Yogyakarta. 

Sementara pembangunan kampus 

dilaksanakan pada tahun anggaran 

1985/1986 dan secara keseluruhan selesai 

pada tahun 1988/1989. Kegiatan kantor 

pindah ke lokasi baru di Klidon, Sukoharjo, 

Ngaglik, Slerman pada 1 Januari 1988. Status 

Unit Pelaksana Teknis dimulai dengan 

keluarnya Surat Keputusan Menteri 
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Pendidikan dan Kebudayaan  nomor 

0529/0/1990 Tanggal 14 Agustus 1990. 

Berdasarkan SK Mendikbud itu, tugas dan 

fungsi utama PPPPTK Seni dan Budaya 

membina, mengembangkan, dan 

meningkatkan SMK-SK (Sekolah Menengah 

Kejuruan – Seni Kerajinan), khususnya 

dalam hal materi dan teknis kependidikan di 

bidang seni dan kriya. Binaannya saat ini 

berjumlah 53 SMK-SK negeri dan swasta 

tersebar di seluruh penjuru tanah air. 

Pada Tanggal 13 Februari 2007, lahir 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 8 tahun 2007 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja PPPPTK, maka PPPG Kesenian 

berubah nama, peran tugas dan fungsi lebih 

besar dari sebelumnya. Sehubungan dengan 

pelaksanaan otonomi pendidikan, UU no. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa ”Pemerintah 

kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar 

dan menengah serta satuan pendidikan yang 

berbasis keunggulan lokal”. Berarti dngan 

paradigma layanan pendidikan ke daerah 

harus berpijak pada peta pengembangan 

sumber daya manusia, sumber daya alam dan 

pendidikan, mengingat Negara Kesatuan 

Republik Indonesia memiliki kekayaan 

sumber daya yang besar. 

c. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan 

Program 

1) Kedudukan 

PPPPTK adalah Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan di bidang 

pengembangan dan pemberdayaan 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

(PTK). PPPPTK mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan dan 

pemberdayaan pendidikan dan tenaga 

kependidikan Seni dan Budaya. 

2) Tugas Pokok 

a) Merencanakan program pengembangan 

diklat. 

b) Melaksanakan diklat teknis pendidikan 

untuk meningkatkan mutu dan 

kompetensi guru. 

c) Melaksanakan pengembangan diklat 

guru. 

d) Melaksanakan peningkatan cara 

penyajian dan materi diklat. 

e) Melaksanakan penjaminan mutu dan 

evaluasi diklat. 

f) Melaksanakan urusan tata usaha dan 

rumah tangga lembaga. 

3) Fungsi 

a) Penyusunan program pengembangan 

dan pemberdayaan pendidik dan tenaga 

kependidikan bidang Seni dan Budaya. 

b) Pengelolaan data dan informasi 

peningkatan kompetensi pendidik dan 
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tenaga kependidikan bidang Seni dan 

Budaya. 

c) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan 

kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan Seni dan Budaya. 

d) Evaluasi program dan fasilitasi 

peningkatan kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan, dan Pelaksanaan 

urusan admnistrasi PPPPTK. 

4) Program 

a) Pengembangan modul/bahan ajar. 

b) Pengembangan model-model 

pembelajaran (lesson study, 

Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan 

Mandiri disingkat PAKEM, 

Pembelajaran Matematika Realistik 

(PMR) 

c) Forum ilmiah dan kompetensi 

d) Inovasi dan pengkajian 

e) Pengembangan Prototype 

f) Pelaksanaan TNA (Training Needs 

Assessment) 

d. Visi dan Misi 

1) Visi Lembaga 

Visi PPPPTK Seni dan Budaya 

(PPPG Kesenian) adalah pusat pengembang 

mutu pendidikan nasional seni, kriya, dan 

pengembang desain kriya yang andal. 

 

 

 

2) Misi Lembaga 

Misi PPPPTK Seni dan Budaya 

adalah melaksanakan tugas diklat dan 

pengembangan tenis pendidikan untuk 

meningkatkan mutu dan kompetensi kerja 

guru SMK-SK, pengembangan diklat 

kertakes (kerajinan tangan dan kesenian), dan 

dikseni (pendidikan seni). 

e. Struktur Organisasi 
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Pembahasan 

Analisis Belanja PPPPTK Seni dan 

Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 

2010 

Tahun 2010, PPPPTK Seni dan 

Budaya Yogyakarta dalam menyusun 

informasi laporan keuangan yang disajikan 

menggunakan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) nomor 171/PMK.05/2007 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat dan Peraturan Direktur 

Jenderal Perbendaharaan nomor PER-

24/PB/2006 tentang Pelaksanaan 

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/Lembaga. 

LRA menjelaskan perbandingan 

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 

tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1, berikut 

ini: 

 

Dari tabel 1, diketahui tahun 2010 

realisasi pendapatan negara dan hibah 

periode Januari–Desember 2010 pendapatan 

negara dan hibah Rp.504.566.206; belanja 

Rp.43.356.973.902 dari dana yang 

dianggarkan dalam DIPA tahun anggaran 

2010 Rp.47.180.364.000 dengan 

ketercapaian penggunaan anggaran 91,90%. 

Realisasi pendapatan negara dan 

hibah  tahun anggaran 2010 terdiri dari 

penerimaan pajak Rp.188.106.206 meliputi 

penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 

21, 22, dan 23. Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) diperoleh penerimaan 

Rp.316.460.000 dan penerimaan hibah 
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Rp.0,00 (nihil), sehingga jumlah pendapatan 

negara dan hibah pada tahun 2010 sejumlah 

Rp.504.566.206. 

Realisasi belanja tahun 2010 

ketercapaian penggunaan anggaran belanja 

pegawai 101,33%, anggaran belanja barang  

87,42%, belanja modal  97,36%. Pada akun 

pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, dan 

belanja lain-lain anggaran tidak dialokasikan. 

Pada akun bantuan sosial anggaran belanja 

tersebut tidak dialokasikan. Pada tahun 

sebelum dan sesudahnya yaitu tahun 2009 

dan 2011 untuk belanja bantuan sosial 

anggaran dialokasikan dalam DIPA.  

 

Analisis Belanja PPPPTK Seni dan 

Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 

2011 

Sajian informasi laporan keuangan 

disajikan berupa LRA yang menjelaskan  

perbandingan dengan DIPA, tahun anggaran 

2011 dapat dilihat pada tabel 2, berikut ini: 

 

Dari tabel 2, tahun anggaran 2011 

realisasi pendapatan negara dan hibah 

periode Januari–Desember 2011 adanya 

tambahan anggaran belanja yaitu belanja 

bantuan sosial tahun yang lalu anggaran tidak 

dialokasikan dan peneriman perpajakan 

Rp.0,00 (nihil), sedangkan besaran jumlah 

pendapatan negara dan hibah adalah 

Rp.116.597.880,00; belanja 

Rp.46.131.838.088 dari dana yang 

dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran selanjutnya disingkat DIPA, yang 

pada tahun anggaran 2011 

Rp.50.003.448.000,00 dengan ketercapaian 

penggunaan anggaran sebesar 92,26%.  
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Realisasi pendapatan negara dan 

hibah pada tahun anggaran 2011 meliputi 

PNBP diperoleh penerimaan Rp.116.597.880 

penerimaan hibah dan penerimaan 

perpajakan Rp.0,00 (nihil). Jumlah 

pendapatan negara dan hibah tahun 2011, Rp. 

116.597.880. 

Realisasi belanja tahun 2011 

ketercapaian penggunaan anggaran anggaran 

belanja pegawai 101,69%, anggaran belanja 

barang 86,14%, belanja modal 99,73%, dan 

belanja bantuan sosial 98,91%. Komposisi 

Belanja pada tahun anggaran 2011 yaitu 

Rp.46.131.838.088,- ditampilkan pada tabel 

3, berikut ini: 

 

Pada tabel 3, tahun anggaran 2011 

Jenis Belanja dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Belanja Pegawai 

Realisasi pelaksanaan belanja untuk 

periode Januari–Desember 2011, 

Rp.15.022.870.348 dan terdapat sejumlah 

pengembalian belanja pegawai Rp.3.891.130 

sehingga realisasi belanja pegawai 

Rp.15.018.979.218 atau pengembalian 

belanja pegawai 0,03%. 

2) Belanja Barang 

Realisasi pelaksanaan belanja untuk 

periode Januari–Desember 2011,  

Rp.25.460.469.870 (bruto), terdapat 

pengembalian belanja barang 

Rp.3.840.000,00, sehingga realisasi belanja 

barang Rp.25.456.629.870,00 (neto), 

mencapai pengembalian anggaran belanja 

barang sebesar 0,02%. 

3) Belanja Modal 

Realisasi belanja modal tahun 

anggaran 2011 Rp.4.291.229.000 terdiri dari 

belanja modal peralatan dan mesin, belanja 

modal gedung dan bangunan, belanja modal 

fisik lainnya, yang mana tidak terjadi 

pengembalian anggaran belanja modal. 

4) Belanja Bantuan Sosial 

Belanja bantuan sosial tahun 2011 

anggaran dialokasikan dalam DIPA 

Rp.1.365.000.000 yang mana realisasi 

belanja bantuan sosial Rp. 1.365.000.000 dan 

tidak terjadi pengembalian anggaran belanja 

bantuan sosial. 
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Analisis Belanja PPPPTK Seni dan 

Budaya Yogyakarta Tahun Anggaran 

2012 

Tahun 2012, dengan menggunakan 

PP nomor 71 tahun 2010 dapat dilihat pada 

tabel 4, berikut ini: 

 

Dari tabel 4, tahun 2012 sajian 

informasi laporan keuangan melalui LRA 

berupa realisasi pendapatan negara dan 

hibah, dan belanja. Sajian informasi ini 

memberikan penjelasan  realisasi pendapatan 

negara dan hibah, dan belanja pada periode 

Januari–Desember 2012, anggaran belanja 

bantuan sosial dialokasikan. Realisasi belanja 

tahun anggaran 2012 adalah 

Rp.40.220.418.041 atau dengan ketercapaian 

penggunaan anggaran 96,41% dari dana yang 

dianggarkan dalam DIPA 

Rp.41.717.684.000,- . 

Besaran jumlah untuk Pendapatan 

Negara dan Hibah adalah Rp. 268.908.043 

diperoleh dari PNBP dengan ketercapaian 

penggunaan anggaran 0%, karena memang 

tidak dianggarkan dalam DIPA. Adapun 

untuk penerimaan hibah Rp.0,00 (nihil) yang 

juga tidak dianggarkan dalam DIPA. Belanja 

pinjaman luar negeri (PLN) Rp.0,00 (nihil) 

atau mencapai 0,00% dari anggaran. 

Terdapat penurunan pada belanja negara 

pada tahun 2012 dengan tahun 2011 

Rp.5.911.419.959,- atau 12,81% dikarenakan 

adanya pengurangan pegawai, revisi DIPA, 

dan kegiatan yang masih belum 

dilaksanakan. Untuk itu dapat dilihat pada 

tabel 5 komposisi realisasi belanja terhadap 

total realisasi belanja tahun anggaran 

2012,berikut ini: 

 

Realisasi belanja tahun anggaran 

2012 Rp.40.229.467.387,- dan terdapat 

pengembalian belanja Rp.9.049.346; yang 

terdiri dari belanja pegawai Rp.719.346 dan 
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belanja barang Rp.8.330.000 sehingga 

realisasi belanja tahun anggaran 2012  Rp. 

40.220.418.041. (Neto). 

1) Belanja Pegawai 

Dari tabel 5, realisasi belanja 

pegawai tahun anggaran 2012 adalah 

Rp.16.791.213.017 atau ketercapaian 

penggunaan anggaran 99,20% dari  jumlah 

yang dianggarkan dalam DIPA 

Rp.16.926.255.000. Besarnya realisasi 

belanja pegawai 41,75% dari total jumlah 

anggaran belanja tahun anggaran 2012. 

Perbandingan realisasi belanja pegawai tahun 

2012 terdapat selisih kenaikan terhadap tahun 

anggaran 2011, Rp.1.772.233.799 atau 

11,79%. Disebabkan penambahan pegawai, 

kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala, 

tunjangan fungsional, dan tunjangan beras. 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Dari tabel 5, realisasi belanja barang 

dan jasa  tahun 2012, Rp.20.293.732.824 atau 

mencapai penggunaan anggaran 93,97% dari 

jumlah yang dianggarkan dalam DIPA 

Rp.21.596.498.000, terdapat selisih 

penurunan dari realisasi anggaran realisasi 

belanja barang terhadap tahun anggaran 2011 

sebesar (Rp.5.162.897.046) atau -25,44%. 

Disebabkan oleh adanya kegiatan belum 

terlaksana serta terdapat kenaikan harga pada 

tahun 2012. 

 

3) Belanja Modal 

Dari tabel 5, belanja modal tahun 

anggaran 2012. Rp.2.265.472.200 atau 

ketercapaian penggunaan anggaran 99,58% 

dari jumlah yang dianggarkan dalam DIPA 

Rp.2.274.931.000. Realisasi belanja modal 

tahun 2011 Rp.4.291.229.000 terdapat selisih 

penurunan dari realisasi anggaran realisasi 

belanja barang terhadap tahun anggaran 2011 

adalah yaitu (Rp.2.025.756.800) atau -

89,42%.  

4) Belanja Bantuan Sosial 

Dari tabel 5, realisasi belanja 

bantuan sosial  tahun anggaran 2012 adalah 

Rp.870.000.000 atau ketercapaian 

penggunaan anggaran 94,57% dari jumlah 

yang dianggarkan dalam DIPA 

Rp.920.000.000. Realisasi belanja bantuan 

sosial pada tahun 2011 Rp.1.365.000.000 

terdapat selisih penurunan dari realisasi 

anggaran realisasi belanja barang terhadap 

tahun anggaran 2011 adalah 

(Rp.445.000.000) atau -48,37%. 

 

Rekapitulasi Analisis Belanja PPPPTK 

Seni dan Budaya Yogyakarta Tahun 

Anggaran 2010-2012.   

Tahun anggaran 2010-2012, untuk 

bagian akun pembayaran bunga utang, 

subsidi, hibah, dan belanja lain-lain anggaran 

tidak dialokasikan oleh karena memang tidak 
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dialokasikan sesuai dengan PP nomor 24 

tahun 2005 maupun PP nomor 71 tahun 2010. 

Dan pada akun realisasi pembiayaan tidak 

dialokasikan oleh karena memang anggaran 

pembiayaan tidak dialokasikan dalam DIPA. 

Pendapatan Negara dan Hibah 

PPPPTK Seni dan Budaya Yogyakarta 

meningkat yaitu 53,12% periode 2005-2006 

dan 23,33% periode 2006-2007. Peningkatan 

ini dikarenakan oleh: 

1) Prediksi tingkat inflasi, kenaikan harga 

bahan pokok yang melambung akibat 

pasokan yang terbatas, sementara 

permintaan naik, dan masuknya 

beberapa kebutuhan pokok melalui jalur 

impor. 

2) Plafon anggaran belanja pada tahun 

sebelumnya yang mencakup: capaian 

sasaran program, dasar pertimbangan 

penentuan besaran pagu untuk mencapai 

sasaran program, dan hal-hal yang perlu 

mendapatkan perhatian lembaga dalam 

menjabarkan program lebih lanjut ke 

dalam masing-masing kegiatan. 

3) Prioritas program/kegiatan di tahun 

tersebut yaitu dengan tujuan dan capaian 

sasaran program/kegiatan, dasar 

pertimbangan penentuan besarnya 

volume program/kegiatan, dan 

program/kegiatan tugas, pokok dan 

fungsi lembaga yang mendapat perhatian 

lebih. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Peneliti memiliki keterbatasan yaitu: 

a. Waktu penelitian yang terbatas sehingga 

hasil yang dicapai belum maksimal 

meskipun dalam penelitian ini 

kebutuhan penelitian sudah terpenuhi 

untuk dapat dipahami dan dimengerti. 

b. Dalam melakukan pencarian data dan 

informasi baik data dalam bentuk hasil 

cetakan dokumen/arsip maupun data 

dalam bentuk doukumen/arsip 

elektronik terkadang mengalami 

kesulitan. Selain ketidaksiapan dan 

ketidaksigapan sumber dalam 

melakukan pencarian data dan informasi 

juga dikarenakan sumber melakukan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pegawai. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan klasifikasi 

Jenis Belanja tersebut maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengalokasian anggaran Jenis Belanja 

tahun 2010, Rp.47.180.364.000,-  

realisasi Rp.43.356.973.902, -91,90%. 

Tahun 2011, Rp.50.003.448.000, dengan 
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realisasi sebesar Rp.46.131.838.088,- 

(92,26%). Tahun 2012  

Rp.41.717.684.000, dengan perolehan 

realisasi, Rp.40.220.418.041, -96,41%. 

b. Tingkat ekonomi daya serap anggaran 

Jenis Belanja periode 2010-2012 dengan 

melihat hasil persentase poin 1 di atas, 

maka pada tahun 2010 dapat dikatakan 

ekonomis. Pada tahun 2011 dapat 

dikatakan ekonomis dan pada tahun 

2012 juga ekonomis. 

c. Perlakuan bila terjadi selisih antara 

pengalokasian dengan realisasi anggaran 

Jenis Belanja pada tahun 2010, belanja 

pegawai tidak terjadi pengembalian 

anggaran belanja kepada KUN, 

sedangkan belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal terjadi pengembalian 

anggaran belanja kepada KUN, dan 

belanja bantuan sosial tidak 

dianggarkan. Pada tahun 2011 dan 2012 

terjadi pengembalian anggaran Jenis 

Belanja kepada KUN. Pengembalian 

rupiah murni ini dikembalikan pada 

Bank yang telah ditunjuk melalui SSBP 

(Surat Setoran Bukan Pajak). 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-

hal terkait dengan keterbatasan penelitian, 

maka beberapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu: 

a. Bagi investor dan calon investor 

perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia agar lebih 

seksama dan juga memperhatikan aspek 

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan 

Keuangan perusahaan sebagai 

pertimbangan dalam melakukan 

investasi. 

b. Bagi para peneliti selanjutnya dapat 

memperpanjang periode penelitian 

sehingga dapat melihat kecenderungan 

yang terjadi dalam jangka panjang 

sehingga akan menggambarkan kondisi 

yang sesungguhnya terjadi agar 

memperoleh hasil penelitian yang lebih 

baik. 
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